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ABSTRAK

Nam :Dewi Sartika Silalahi

Nim :11 210 0008

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat , Fakultas Syari’ah dan llmu Hukum Jurusan
Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Tentang pelaksanaan perceraian di bawah tangan menjadikan permasalahan
ini sangat menarik untuk diteliti/dikaji, karena hal tersebut tidak sesuai dengan
kompilasi hukum Islam pasal 115. Inilah yang menjadi permaslahan dalam skrips
iini.

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian
di kec. Angkola Barat.(2) Untuk mengetahui apa-apa yang menghalangi perceraian di
kec Angkola Barat menurut KHI pasal 115.

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus adapun informan penelitian ini Kepala Desa,
alim Ulama, Tokoh masyarakat yang sebenarnya yang mengetahui pelaksanaan
sehingga Bila ditinjau dari sifat penelitian ini, dapat digolongkan kepada research
deskriptif yang bersifat (mengembangkan), karena bobot dan validitas keilmuan yang
akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang
Pelaksanaan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115 Proses
pelaksanaan perceraian di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Angkola Barat
umumnya terlebih dahulu di lakukanperdamaian di hadapan keluarga dan perangkat
desa (Hatobangon). Jika perdamaian yang diupayakan tidak berhasil maka
Hatobangon membimbing suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan
disaksikan keluarga dan perangkat desa. Dalam proses perceraian itu tidak
dibicarakan masalah akibat perceraian itu termasuk lddah isteri yang diceraikan
kemudian hak asuh anak sebagian besar di serahkan kepada ibunya dan neneknya.
Dan suami memberi nafkah tetapi sebagiannya suami tidak memberi nafkah.

Penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat
Kecamatan Angkola Barat faktor dominan yang mempengaruhi penyebab perceraian
dilakukan di luar pengadilan adalah pertama, karena factor adat istiadat berasal dari
masyarakat itu sendiri, Kecamatan Angkola Barat sebagian masih kental dengan adat
tentang perceraian di bawah tangan., kedua, masalah ekonomi dalam biaya sidang
karena dilihat dari mata pencaharian informan kebanyakan petani, pasangan Andi
dan Fatimah kerana alas an perceraian itu disebabkan suami yang tidak memberi
nafkah terhadap isterinya, maka itu menjadi alsan perceraian di bawah tangan tidak
membawa perceraian itu kePengadilan Agama. ketiga, masalah kehormatan keluarga
menuru pasangan Andi dan Fatimah bahwasanya perceraian di depan sidang
Pengadilan Agama.



KATA PENGANTAR
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Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat
Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan
hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skiripsi ini. Shalawat dan salam

semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga,
sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.
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2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
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yang telah memberi motivasi. memberi semangat, dukungan, membantu
dalam setiap langkahku.

8. Dan kepada orang yang spesial pada saat ini Sandro Zuaidi, L. Tobing S. Hi

9. Terimah kasih atas bantuan dan keja sama semua pihak yang telah
membantu penyusun dalam menyelesaikan skiripsi ini yang tidak dapat di
sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih
banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan
skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan
do’a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita

semua. '

Padangsidimpuan, 21 Mei 2015

Penyusun

Dewi sartika Silalahi
Nim: 11 210 0008




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS
ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB | PENDAHULUAN

A

mmo o w

LatarBelakangMasalah

RumusanMasalah

Tujuan Penelitian dan Kegunaan
Batasanlstilah

KajianTerdahulu
SistematikaPembahasan

Halaman

viii

Xi

coO oo o o1 o1 =

BAB Il KAJIAN TEORI

A

® Mmoo w

PengertianPerceraian

DasarHukumperceraian

PerceraianMenurut KHI Pasal 115

KeharusanPerceraian di Pengadilan Agama

Tata Cara PerceraianMenurutHukum Islam

MacamTalakdalamFikih Islam

AkibatPerceraian

Xi

10
16
18
19
21
26
29



BAB IIl METODE PENELITIAN
A. LokasiPenelitian

B. SubjekPenelitian

C. Sumber Dat
D. TeknikPeng
E. TeknikAnal

a

umpulanData

isis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. GambaranU
B. Deskripsi D

1. PelaksanaanPerceraian Di KecamatanAngkola Barat

mumLokasiPenelitianKecamatanAngkola Barat

ata

2. Faktor-FaktorPenyebabPerceraian Di KecamatanAngkola Barat

TidakSe
C. Analisa Pen

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

suaiDenganKetentuanPasal 115

ulis

xii

32
35
35
38
39

41
45
45

60

63

66
67



BAB |
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.*

Salah satu azas dalam undang-undang perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu
dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.?

Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21:

z
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Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

! Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), him. 55-56.

2 Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama, Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, TentangPerkawinan, 1995-1996, him. 2

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahan, (Semarang: Asy-Syifa’, 2006), him.407



Rencana kehidupan diikat oleh ikrar kebersamaan hingga akhir hayat.
Inilah makna pernikahan yang diuraikan ajaran agama apapun, namun membina

Rumah tangga setelah terajut ikrar pernikahan acapkali diwarnai tantangan
beragam. Bahkan tidak sedikit tantangan rumah tangga, berlanjut ketahapan
retaknya ikatan antar suami dan istri. Banyak pasangan mengambil keputusan
sulit mengakhiri hubungan antar sesamanya, atau orang lazim menyebutnya
perceraian.

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada
isyarat Rasulullah saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal
dan dibenci Allah.

Yang artinya: ““suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah
talak (perceraian).
(Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)

Berdasarkan hadis di atas, isyarat tersebut menurut penulis menunjukkan
bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif yang terakhir sebagai “pintu
terakhir” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat
dipertahankan lagi keseimbangannya. Sifatnya sebagai alternatif Islam
menunjukkan agar sebelum nyata talak atau cerai harus ada usaha perdamaian
dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing.

Pasangan yang sudah tidak akur di kehidupan rumah tangga memilih jalan
bercerai, prosedur bercerai sering tidak tepat atau bertentangan dengan hukum

positif. (aturan saat ini berlaku).Saya akan menguraikan bagaimana tata cara



mengakhiri ikatan suami dan istri, menurut kacamata hukum Islam diatur
menurut aturan negara (Undang-Undang). Diaturnya proses perceraian warga
beragama Islam dalam hukum positif, demi terciptanya kehidupan bermasyarakat
yang tertib dan harmonis.

Hukum Islam terdapat perbedaan bentuk perceraian yang inisiatifnya
dilakukan suami dan istri. Inisiatif perceraian dilakukan oleh pihak suami,
disebut dengan ceraitalak. Menurut Hukum Islam cerai talak adalah putusnya
perkawinan akibat dijatuhkan atau diikrarkan talak oleh seorang suami, apabila
dijatuhkan di hadapan istri dan disertai dua orang saksi menjadi sah. Namun
Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan batasan
penggunaan talak agar tidak ada kesewenang-wenangan seorang suami. Menurut
pasal 65 yang berbunyi: tentang Peradilan Agama bahwa semua proses
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah majelis
Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta
dilakukan di depan siding pengadilan, seperti dinyatakan dalam penjelasan
Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang pengadilan Agama bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak”. Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan

pasal 39 menyatakan :” perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding

“Sayuti Talib,Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ul, 1986), him. 106



Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.

Sesuai dengan pasal Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di
atas, maka talak atau perceraian yang di luar Pengadilan adalah tidak dibenarkan
hal itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sesuai dengan masalah talak tersebut, tepatnya di Kecamatan Angkola
Barat, penulis menemukan hal yang berbeda dengan ketentuan yang seharusnya
berlaku. Dalam hal ini ditemukan beberapa kasus dimana ada 10 kasus pasangan
suami istri yang bercerai tidak melalui sidang Pengadilan Agama dalam periode
2013-2015.

Dalam hal ini pasangan tersebut mengatakan bahwasanya perceraian itu
tidak harus di depan sidang Pengadilan Agama alasan mereka mengatakan
tersebut. Karena perceraian itu sesuai dengan ajaran agama maka sah perceraian
itu tidak perlu melalui sidang Pengadilan Agama karena mereka tidak
mengetahui perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan Agama

Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di
Kecamatan Angkola Barat, karena masih adanya perceraian di bawah tangan,
perceraian yang dilakukan di atas adalah merupakan perceraian dikehendaki oleh
kedua belah pihak. Akan tetapi perceraian tersebut dilakukan tidak sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan dianggap sah.



Melihat fakta yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
permasalan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan perceraian
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat”.

B. RumusanMasalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di kecamatan Angkola Barat ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Angkola
Barat melakukan Perceraian tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115
Kompilasi hukum Islam?

C. TujuanPenelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di Kecamatan
Angkola Barat.
2. Untuk mengetahuiapa-apa yang menghalangi perceraian di Kecamatan
Angkola Barat menurut KHI pasal 115.
D. KegunaanPenelitian
Selanjutnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi peneliti sendiri sebagai pengembangan pemikiran dan integrasi

keilmuan serta mengembangkan kualitas pengasahan keilmuan di bidang

hukum Islam dan hukum positif kearah yang lebih komprehensif.



2. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah
perceraian yang tidak melalui proses di depan sidang Pengadilan.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan
untuk membahas topik permasalahan yang sama.

E. Batasanlstilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang
digunakan dalam proposal ini dibuat batasan istilah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.’

2. Perceraian Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah
perpisahan, prihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.® melepaskan
ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan

3. Kompilasi Hukum Islam suatu aturan Pengadilan Agama selain dari UU
Perkawinan tahun 1974

4. KHI pasal 115“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah
suatu tempat didalamnya dilaksanakan proses mengadili (Persidangan) khusus

yang beragama Islam.

*Departemen Pendidikan nasional,kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), him. 627

Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), him.



F. KajianTerdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat serta

mengkaji permasalahan yang hampir sama dengan objek yang berbeda. Sejauh

penulis ketahui, belum pernah ada yang membahas mengenai Pelaksanaan

perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Akan tetapi, ada sebuah

judul yang penelitian yang diangkat oleh:

1.

Nina Apriani Harahap, mahasiswa Fakultas Syari’ah STAIN
Padangsidimpuan dengan judul skripsinya” Efektifitas UU No. 1 tahun 1974
pasal 39. Yang membahas mengenai suatu kejadian Perceraian tidak melalui
siding Pengadilan Agama akan tetapi pasangan tersebut menikah kembali
dengan orang lain, tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Dede Rohyadi, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah
dengan judul skripsinya “Perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan
Sodonghilir, Tasikmalaya dan akibat hukumnya. Penelitian ini membahas
bagaimana akibat perceraian di luar Pengadilan Agama sedangkan Undang-
Undang No. Tahun 1974 pasal 39 bahwa perceraian itu harus di depan siding
Pengadilan Agama. Tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan
Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, dimana pasangan suami isteri yang
melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama sehingga hak-hak
isteri dan anak setelah perceraian nyaris diabaikan, seolah-olah setelah

perceraian itu tidak ada lagi beban di tanggung suami.



Penulis belum melihat pembahasan mengenai Pelaksanan perceraian
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yaitu tentang perceraian di depan
sidang Pengadilan Agama dan penelitian ini menurut penulis masih layak untuk
dilanjutkan.
H. SistematikaPembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan

disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab | merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk
menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan
Pendahuluan, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Il memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak
ukur penelitian. Dalamnya teori-teori yang relevansinya dengan penelitian yang
sedang diteliti oleh peneliti diantaranya teori-teori tentang pengertian perceraian,
Dasar Hukum Perceraian, Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal
115, Hukum Menjatuhkan talak, Macam talak dalam Fikih Islam, Keharusan
perceraian di depan sidang pengadilan Agama.

Bab 111 merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri
dari metode penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, informan, sumber

data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisa data.



Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang
keadaan Perceraian di kecamatan Angkola Barat, Bagaimana Pelaksanaan
perceraian di kecamatan Angkola Barat, faktor-faktor penyebab perceraian tidak
sesuai dengan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan
saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan
untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat

dikembangkan pasca penelitian.
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BAB 11
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Perceraian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia,perceraian adalah perpisahan, prihal
bercerai (antara suami istri); perpecahan.®melepaskan ikatan perkawinan atau
bubarnya hubungan perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah putusnya perkawinan
yang disebabkan karena perceraian, karena talak atau berdasarkan gugatan
Perceraian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah
putusnya perkawinan yang disebabkan terjadinya talak, bahkan karena gugatan
perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. °

Dalam hal membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejalan dengan

firman Allah yang berbunyi:

\
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

8Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), him.45.

°Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),
him. 34.
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Perceraian tidak ada jika perkawinan belum dilakukan, tidak ada
perkawinan tentu tidak ada perceraian. Betapapun bentuk perceraianitu namun
perceraian bukanlah perbuatan terpuji. Karena perselisihan, percekcokan dan
pembangkangan Yyang malatar belakangi sampai akhirnya terjadi perceraian
sungguh bukan perbuatan terpuji dan Allah sangat membenci perceraian.
Perceraian merupakan halal yang paling dibenci Allah, karena itu manusia wajib
untuk menghindarinya. Perceraian hanya boleh dilakukan jika kerukunan dan
keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah
putusnya perkawinan yang disebabkan oleh jatuh talak dari suami atau gugatan
perceraian (fasakh) dari pihak istri.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai telah
dirinci secara limitatif dalam menjelaskan pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 tahun 1974
jo pasal 19 PP 9 tahun 1975 yang terdiri dari :*°
a. Salah satu pihak pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar

disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturut-turut
tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karenahal lain di luar
kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atauhukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yangmembahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit denganakibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

1%presiden Rebuplik Indonesia, Undang-Undang Rebuplik Indonesia No.I Tahun 1974, (Jakarta:
PT Gramedia Persada, 1960), him. 567.
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f.  Antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan danpertengkaran dan
tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selainsecara lengkap
memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang
ditambahkan yaitu :

a. Suami melanggar ta’lik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunandalam
rumah tangga.

Ta’lik talak adalah hal- hal atau syarat syarat yang diperjanjikan itu, yang
apabila terlanggar oleh si suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif
untuk talak oleh pihak si istri kalau dia menghendaki demikian itu.mengenai isi
dari ta,lik talak adalah sebagai berikut : Sesudah akad nikah, saya .... bin ...
berjanji dengan sesungguh hati. bahwa saya akan menepati kewajiban saya
sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ...
dengan baik (muasyarah bi al-ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya
saya mengucapkan sighot taklik talak atas istri sayasebagai berikut

Sewaktu waktu saya :

a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut turut,

b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

c. Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya itu,

d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan)istri saya itu enam bulan

lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadanya
pengadilan agama, atau petugas yang di beri hak mengurus pengaduanitu, dan
pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan ataupetugas tersebut,
dan istri saya itu membayar uang sebesar 1.000, (seriburupiah )sebagai Iwadl
(pengganti ) kepada saya, maka jatuhlah talak sayakepadanya kepada pengadilan
atau petugas tersebut tadi saya kuasakanuntuk menerima uang pengganti itu dan
kemudianmemberikannya untuk ibadah sosial. Tambahan kedua alasan ini sangat
tepat apabila dihubungkandengan konteks perceraian ditinjau dari hukum Islam,
penambahan initidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1

tahun 1974 juga pasal 14 PP No. 9 tahun 1975.
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Dan alasan-alasan cerai yangdisebut di atas bukan bersifat kumulatif,
namun bersifat alternatif,pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai
dengan fakta yangmengenainya dalam kangkreto.Sekiranya pemohon
mengajukan alasan yang komulatif tidakdilarang, dan jika demikian halnya tidak
wajib bagi pemohon untukmembuktikan setiap alasan, salah satu alasan saja
dapat dibuktikan,sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk
mengabulkanpermohonan.*’Lain halnya dalam figih Islam, perceraian dapat di
lakukanwalaupun tanpa adanya sebab yang mendasar antara kedua belah
pihakyang berperkara (suami istri). asalkan salah satu pihak bersikeras
untukbercerai.

Dengan lahirnya undang-undang tentang perkawinan, hal ini telah
memberikan perubahan yang cukup baik jika dibandingkan dengan hukum-
hukum figih konvensional. Tujuan utama dilakukannya pembaruan adalah untuk
mengangkat status sosial wanita yang jika dibandingkan dengan figih
konvensional yang tidak memaparkan secara jelas alasan-alasan suami dapat
mentalak istrinya. Dalam undang-undang seorang suami harus memiliki alasan
yang kuat dan dapat diterima serta saksi-saksi untuk bisa mentalak istrinya.
Permohonan talak dengan alasan apapun harus dilakukan di muka Pengadilan
Agama dan putusnya hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta cerai.

Nash yang bersangkutansecara eksplisit memang tidak satupun nash baik
al-Quran maupun hadis yang menyatakan perceraian harus di muka Pengadilan.

Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, sudah semestinya perceraian
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dilakukan di muka Pengadilan karena banyak sekali mudharat yang akan
ditimbulkan jika tidak demikian. sementara Islam menggariskan bahwa setiap
kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan
sebuah kaedah fikih."*
d 3 ) pal
Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan™
Kemudian jika kita telaah persoalan keharusan perceraian di Pengadilan ini
secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap
transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan, dalam hal ini yang dimaksud
adalah Akta Cerai dari Pengadilan sebagai bukti otentik yang dapat digunakan

sebagai perlindungan hukum. Dalam surat al-Bagarah ayat 282 Allah berfirman:

Z - 82 88 7
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Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya’.*?

perceraian di depan Pengadilan sesunguhnya justru menguatkan ketentuan
syari’ah. Imam Hanafi dan Hambali melarang (mengharamkan) talak kecuali
dalam kondisi sangat mendesak, karena dalam talak lebih dekat kepada kufur
akan nikmat Allah dan kehidupan suami-istri adalah sebagian dari nikmat Allah,
bahkan Ulama Hambaliyah membagi talak dalam beberapa kategori, wajib,

haram, mubah, sunah. Masuk dalam kategori wajib adalah talak (putusan Hakim)

“Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam
(Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), him. 76.
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra,2009), him.35.
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untuk menyelesaikan perselisihan diantara suami istri, haram adalah talak yang di
jatuhkan tanpa alasan, mubah adalah talak yang di jatuhkan karena terdapat
alasan yang kuat seperti karena buruknya kelakuan istri, sunah adalah talak yang
di jatuhkan karena istri melalaikan kewajibannya kepada Allah, semisal tidak
melaksanakan shalat, dan tidak mungkin untuk di perbaiki lagi.*

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa talak (perceraian) itu hanya
dapat terjadi dengan alasan-alasan yang di benarkan oleh syara’ dan dalam kasus
tertentu terdapat keterlibatan Hakim. Kalau premis itu kemudian kita sandingkan
dengam ketentuan pasal 39 UUP No. 1/1974 Jo pasal 115 KHI bahwa perceraian
hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri. Maka secara substansial sesungguhnya ketentuan pasal
39 UUP dan pasal 115 KHI justru untuk menjamin agar perceraian itu dilakukan
sesuai syariat karena Hakim akan melihat dan menguji di depan sidang apakah
alasan yang diajukan suami telah benar adanya ataukah hanya alasan yang di
cari-cari.

B. Dasar Hukum Perceraian
Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak di

perbincangkan jauh sebelumnya adanya Undang-Undang perkawinan, karena

B3Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh.UU no. 7 Tahun 1989 Ttg Peradilan Agama,
(Jakarta: Pustaka Aman, Tpt, 21), him. 56
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kenyataanya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir
dengan suatu perceraian dan tampaknya hal tersebut terjadi dengan mudahnya.
Adakalanya perceraian tersebut terjadi tanpa adanya alasan yang kuat, hal
inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawina.Selain itu juga untuk mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia,
kekal dan sejahtera sesuai dengan salah satu prinsip yang ada dalam penjelasan
umum Undang-undang perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian.
Dalam hal ini agama Islam telah terlebih dahulu mengatur sedemikian
rupa masalah perceraian itudengan menurunkan ayat Al-Qur’an yang berkenaan

dengan perceraian surah Al-Bagarah ayat: 230-231

[
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Artinya:kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya

kepada kaum yang (mau) mengetahui.
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Artinya:apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu
jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab
dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah
serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
al-Qur’antelah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik-

baiknya.Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang
ingin menceraikan isterinya dan merujuknya kembali. Islam membolehkan suami
merujuk isterinya sampai talak yang kedua, tetapi jika telah sampai pada talak
yang ketiga maka suami tidak mempunyai hak lagi untuk merujuk isterinya itu,
kecuali mantan isterinya tersebut telah menikah dengan pria lain oleh suaminya
yang kedua tersebut telah diceraikan kembali barulah setelah itu suami yang
pertama dapat merujuk kembali kepada mantan isterinya.

Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri dalam

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga yang disebabkan
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berbagai alasan secara individu, dalam UU no. 1 Tahun 1974 pasal 38 ayat 1
perkawinan bisa putus disebabkan:

a. Kematian
b. Perceraian karena talak
c. Atas keputusan pengadilan®*

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami
istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak
dapat menciptakan dari tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu terbentuk
keluarga sakinah yang artinya tenang, mawaddah artinya keluarga yang ada
didaalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat
jasmani, dan rahmah ialah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang
yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Percerain bisa terjadi disebabkan:

a. Salah satu pihak pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturut-
turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karenahal lain di
luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun
atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yangmembahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4 Bander Jhon & Sri Wijayati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Bandar maju, 1997), him. 30.
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Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selainsecara lengkap
memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang
ditambahkan yaitu :

c. Suami melanggar ta’lik talak.
d. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunandalam
rumah tangga.
Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama

Keharusan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi.
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa, maksud keharusan perceraian di
Pengadilan Agama adalah seorang yang ingin bercerai harus melalui proses
sidang didepan Pengadilan, perceraian selain di Pengadilan Agama dianggap
tidak sah.

Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan
keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan
maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri).
Keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dapat kita lihat dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 115Juga dapat dilihat dalam Undang-undang
nomor 7 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan
didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.*®

Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang berbunyi: perceraian hanya dapat dilakukan

Undang-undang nomor 7 tahun 1974 pasal 39
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didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. *°

Walaupun perceraian itu dihalalkan, ia mempunyai peraturan-perturan dan
alasan-alasan tertentu yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

f.  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai
kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, yang mana menjelaskan bahwa
kewenangan relatif adalah mengenai kewenangan wilayah mana yang boleh
diterimanya mengenai perkara. Sedangkan kewenangan absolut adalah
menjelaskan bahwa kewenangan tentang perkara yang ingin diproses.

Tata cara yang dilakukan seorang suami menceraikan isterinya, adalah
mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan untuk mengadakan
sidang guna menyaksikan ikrar talak. Kewenangannya terdapat di Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri
(termohon).Jikatermohon kediamannya diluar negeri, permohonan diajukan

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami

®1bid, him, 58
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(pemohon).Apabila suami (pemohon) dan isteri (termohon) bertempat tinggal

atau kediaman diluar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan tempat

perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Semua

prosedur ini diatur dalam pasal 66 Undang-Undang no 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

a)
b)

c)
d)

Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan
banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar “ah tersebut;
Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar ‘ah tersebut;

Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera
Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai
surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

E. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Islam

1.

Permohonan cerai talak

a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan
dengan ketentuan sebagai berikut:*’

1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon;

2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan

Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;

7 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006),

him. 77-90.
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3) Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan
diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliput
tempar kediaman pemohon.

4) Bila pemohon dan termohon berkediaman di luar negeri maka
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau atau
Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

b. Membayar uang muka biaya perkara

c. Pemohon atau wakilnya, termohon atau wakilnya mengahadiri sidang
pemeriksaan berdasarkan penggilan pengadilan.

2. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara

Sidang pertama adalah sidang yang ditunjuk/ditetapkan menurut yang
tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis,
atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat
panggilan yang disampaikan kepada penggugat/ tergugat.

Sidang kedua yaitu jawaban tergugat, hal ini terjadi apabila tidak tercapai
perdamaian pada tahapan sidang pertama.Dalam jawaban tergugat,
penyampaiannya dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan
penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula berupa
bantahan atas isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengajukan

gugatan rekonvensi atau gugat balik.
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Sidang ketigayaitu Replik, artinya bahwa penggugat dapat menegaskan
kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri
atas serangan-serangan oleh tergugat.Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap
mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu
untuk memperjelas dali-dalilnya atau mungkin juga penggugat merubah sikap
dengan memebenarkan jawaban atau bantahan tergugat.

Sidang keempat yaitu Duplik, artinya merupakan tahap bagi tergugat untuk
menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat.Replik dan
duplik (jawab-jinawab) dapat dilakukan berulang-ulang sampai ada titik temu
antara penggugat dan tergugat dan apabila hakim telah memandang cukup tetapi
masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh pengugat dan tergugat sehingga pelu
dibuktikan kebenarannya maka agenda dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Sidang kelima yaitu tahap pembuktian yaitu tahap bagi penggugat untuk
mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian
juga terhadap tergugat, yang diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti
untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya.

Sidang keenam yaitu kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik
penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan
pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut
pendapat masing-masing.

Sidang ketujuh yaitu tahap putusan.Dalam tahap ini hakim merumuskan

duduk perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara
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tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang diakhiri dengan

putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.Putusan Hakim ini adalah

untuk mengakhiri sengketa para pihak.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa sidang pertama itu adalah sidang
yang ditetapkan PHS nya oleh ketua majelis, dan inilah pertama kali dimulainya
persidangan.®®
a. Tugas pertama saat sebelum sidang

Panitera sidang pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah
ditentukan, mempersiapkan dan men-chek segala sesuatunya untuk sidang,
panitera melapor kepda katua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di
ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan.

b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak
agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) Peraturan mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2003).*°

c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab,
pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum
pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik)

(Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

'8 Fauzan,Pokok-pokok Hukum Perdata Peradila Agama dan Mahkamah Syari’ah dilndonesia,
(Jakarta: Pernada Media, 2005), him. 13.
19 pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003
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F. Macam Talak dalan Fikih Islam
Dalam Islam dijelaskan tentang bagian atau macam-macam talak dan dari
segi waktu menjatuhkan talak tersebut yaitu:
1. Talak Sunni
Yaitu dalam pasal 121 KHI menjelaskan talak Sunni adalah talak yang
dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan
tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut atau talak yang dijatuhkan ketiga
kalinya kepada istri yang telah dikumpuli, talak dengan tebusan isteri kepada
suaminya (khulu’).°
Talak sunni mempunyai empat syarat:
a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli
b) Istri dapat segera melakukan Iddah setelah ditalak, yaitu dalam keadaan
haid.
c) Talak yang dijatuhkan, istri dalam keadaan suci dalam waktu talak itu
dijatuhkan.
2. Talak Bid’i
Dalam pasal 122 KHI Talak Bid’l adalah pihak yang terlarang, yaitu talak
yang dijatuhkan pada waktu istri dalam kedaan haid atau istri dalam keadaan

suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut atau talak Bid’l adalah

23ayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 1V, Ter, Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), him,
66.
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talak yang dijatuuhka tidak sesuai dengan tuntutan Sunnah. Yang termasuk
talak Bid’l ialah:

a) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid

b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi dicampuri

atau istri dalam kjeadaan nifas.

. Talak La Sunni Wala Bid’l

Talak la Sunni wala Bid’l ialah talak yang tidak masuk dalam kategori talak
Sunni dan talak Bid’l yaitu:
a) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang tidak pernah dicampuri
b) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum haid, atau istri yang sudah
lepas haid.
c) Talak yang dilakukan kepada istri yang sedang hamil.
Dan kalau dilihat dari segi pelapazannya di bagi menjadi dua bagian
yaitu:
1. Talak Sahari (Jelas)

Yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan
tegas dan dapat dipahami secara langsung untuk menyatakan talak
dan tidak mungkin ada makna yang lain seperti kata “ aku talak
engkau”.

2. Talak Kinayah (sindiran)
Yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata dengan

sindiran contoh suami berkata “pulanglah kau kerumah orang tuamu.
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Ditinjau dari segi kemungkinan bekas suami ingin merujuk kembali

bekas istri, maka talak di bagi kepada”

1. Talak raj’i

Adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah
dikumpuli, yaitu satu dan dua.Dengan demikian suami boleh merujuk
istrinya kembali selama istrinya dalam masa iddah. Dalam talak raj’i
apabila istri yang telah diceraikan dua kali kemudian dirujuk atau dinikahi
setelah habis masa iddahnya sebaiknya ia tidak diceraikan kembali.?!
Tahlak Ba’in
Adalah talak di mana suami tidak bolek merujuk istrinya lagi kecuali
melalui akad nikah baru.

a) Talak Ba’in Sughro

Dalam pasal 119 KHI yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh
akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah atau talak
yang menghilangkanpemilikan bekas suami terhadap istrinya, tanpa
menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya untuk kawin
kembali melalui akad baru satu nikah baru

Yang termasuk ke dalam talak Ba’in sughro sebagaimana tersebut
pada ayat (1) ialah:

a. .talak yang terjadi Qabla ad-dkhul

21 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Hidayah karya Agung, 1956),

him. 122.
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b. Talak dengan tebusan khulu’
c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama
Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Ahzab, 33: 49, sebagai berikut:

9///)/ ,;// e
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Artinya:“wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas
mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka
grzlut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

b) Talak bain kubra
Dijelaskan dalam pasal 120 KHI talak kubro adalah talak yang
terjadi untuk ketiiga kalinya, talak jenis ini dapat dirujuk dan tidak dapat
dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas
istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da ad-
dukhul dan habis masa iddahnya atau talak yang menghilangkan kehalalan
suami untuk menikahi istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-

laki lain dan sudah bercampur dan telah bercampur dan telah bercerai

secara wajar dan telah habis masa iddahnya.
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G. Akibat Perceraian
Salah satu yang muncul akibat perceraian adalah masalah;
1. Hadhanah (pemeliharaan anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak)
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua

orang tuanya.Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah
ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok
anak.Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami
sebagai kepala rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab X1V pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
Tahun, sepanjang anak tersebut tidak becacat fisik mampu mental atau
belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Orang tuanya mewakilianak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar Pengadilan.

c. Pengadilan Agama dapan menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya
meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur anak yang belum
dewasa (Mumayyiz) dalam pasal 105 menegaskan bahwa:

a. Pemeliharan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun

adalah hak ibunya;
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegag hak pemeliharaanya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut adalah pihak dari istri,
alasannya:

1) Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu
melebihi kasih sayang sang ayah.

2) Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat
dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah.

3) Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih
menjamin pertumbuhan mentalis anak secara lebih sehat.

4) Ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan
keperlluan anak dalam usianya yang masih amat muda dan juga lebih
sabar dan teliti dari pada ayah.

5) Ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya
tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.

Namun keunggulan ibu tidak diperlukan untuk selamanya.Ini berlaku
untuk anak-anak yang belum mumayyiz (baligh dan berakal).
2. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta

kekayaan dalam perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 35:



31

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan manjadi harta bersama.
Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai warisan, adalah di bawah penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.

Dalam KHI juga mengatur tentang harta kekayaan selama perkawinan, dalam

pasal 85:

a.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri
karena perkawinan,

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasainnya penuh olehnya,
dengan demikian juga harta suami tetap manjadi hak suami dan

dikuasainya penuh olehnya.

Pasal 87:

a.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau

lainnya.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka

penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
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Lokasipenelitian

BAB 111

METODE PENELITIAN

36

Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten

Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada penemuan fakta

dan kasus tentang perceraian di wilayah Kecamatan Angkola Barat sehingga

lokasi ini menjadi tepa tuntuk diteliti. Kecamatan Angkola Barat termasuk dari

salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki

luas wilayah 74,10 km? Pusat Kecamatan berada di Sitinjak. Adapun

pembagian wilayah terdiri dari 13 desa dan kelurahan, berikut daftar desa dan

kelurahan.
Tabel

NO Desa/Kelurahan Luas Penduduk (jiwa)
1. Sitinjak Kelurahan 415 km® 4.251
2. Simatorkis Kelurahan 314 km? 4.125
3. Aek Nabara Desa 216 km® 216
4. Lubuk Raya Desa - -
5. Lobu layan Desa 198 km? 234

Sigordang

6. Panobasan Desa 187 km? 200
7. Panobasan Desa 123 km? 345

Lombang
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8. Sialogo Desa 159 km* 428
9. Sibangkua Desa 169 km® 347
10. Sigumuru Desa 98 km® 337
11. Sisundung Desa 87 km* 235
12. Sitaratoit Desa 94 km® 231
13. Siuhom Desa 80 km® 251

Berdasarkan tabel di atas, desa-desa tersebut tersebar di sepanjang
jalan Sibolga-Padangsidimpuan mulai dari km 20.374 sampai km 27.457.

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola
Barat kebanyakan terfokus pada sumber penghasilan dari bidang pertanian
sebagaimana di tabel di bawah ini

Tabel
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

No. Sumber Penghasilan Persentasi
masyarakat
1. Pertanian 60%
2. Karyawan 15%
3. PNS 25%

Sumber: Data BPS tentang perekonomian masyarakat tahun 2014.

Dari tabel di atas ditemukan bahwa sumber penghasilan masyarakat di
Kecamatan Angkola Barat lebih banyak dari pertanian yakni dengan
persentase 60%

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat

dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini:
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Tabel

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

NO Tamatan/Jenjang pendidikan Persentase
1| SD/ Ml 45 %
2 | SMP/ MTS 25%
3 | SMA/ MA 25%
4 | STRATA1 5%

. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dilakukan
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
ketentuan yang sebenarnya tetapi bertolak belakang dengan pelaksanaannya.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti lebih
cenderung menganalisa data-data berdasarkan hasil di lapangan penelitian.
Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode
deskriptif adalah penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari sifat
penelitian ini, dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat
(mengembangkan), karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa faktor-
faktor penyebab masyarakat Kecamatan Angkola Barat melakukan perceraian

tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
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B. SubjekPenelitian
Adapun subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi
mengenai pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat yang tidak
sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 115, adapun informan

penelitian dilihat pada tabel berikut:

No. | Nama Informan Posisi informan sebagai
1. | Hamdhani Hatobangon

2. | Yahya Pemuka Agama

3. | Mizan Keluarga

4. | Mara banun Ibu lurah

5. | Akhyar Tokoh masyarakat
6. | Sulaiman Hatobangon

7. | Mara hamin pane Mantan kepala desa
8. | Ngatmin Tokoh masyarakat
9. | Saring Alim ulama

10. | Alexandra Teman dekat

Berdasarkan tabel di atas bahwa perceraian di Kecamatan Angkola
Barat bahwa yang menangani pasangan yang berkasus perceraian di bawah
tangan di sesuaikan di tabel di atas.
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni data primer dan

sekunder.
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1. Data primer yakni sumber data pokok dari penelitian yang dijadikan sebagai
acuan dalam memberikan analisa terhadap data yang ditemukan di lapangan
penelitian. Data primer dalam penelitian berupa kasus yang ditemukan
berdasarkan pembagian desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Angkola Barat.
Berdasarkan tinjauan awal penelitian pada studi pendahuluan ditemukan kasus
tentang pelaksanaan perceraian di bawah tangan pada beberapa desa dan
kelurahan berdasarkan informan penelitian. Berikut daftar desa yang dapat

dijadikan sebagai sumber data pokok penelitian ini:

Tabel
Daftar Kasus Perceraian dibawah tangan di Kecamatan Angkola Barat
Periode tahun 2013-2015

No. | Nama pasangan Kel/desa Tanggal perceraian

1. | Andi-Fatimah Kelurahan Sitinjak 5 Desember 2013

2. | Najamuddin- Kelurahan Sitinjak 28 Januari 2014
Rosmayanti

3. | Sofyan-Siti Kelurahan Sitinjak 15 Februari2015
Mardiah

4. | Tasman -Roraya Kelurahan Simatorkis 10 Oktober 2013

5. | Daud Lubis -Lanna | Kelurahan Simatorkis 27 Desember 2014

6. | Panjar —-Romaito Kelurahan Simatorkis 5 Januari 2015

7. | Torang-Rimma Desa Panobasan 17 September 2013

8 Marrela-Parluhutan | Desa Panobasan 26 April 2014

9. | Abdi-Risdayanti Desa Panobasan 29 Agustus 2014

10. | Ahmad-Maisaro Desa Panobasa 15 Maret 2015

Sumber: Studi Pendahuluan peneliti tahun 2014 di Kecamatan Angkola Barat.
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Dari tabel di atas ditemukan beberapa kelurahan/ desa kasus perceraian
Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan temuan tersebut peneliti dapat
menentukan terdapat kasus tentang perceraian di bawah tangan yang tidak sesuai
ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 tentang perceraian hanya dapat
dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun informan yang akan dijadikan data primer di Kelurahan Sitinjak,
Kelurahan Simatorkis, dan Desa Panobasan dengan memiliki indikator sebagai
berikut:

a. Tetanggadari orang yang berceraikarena orang yang dekat dengan
peristiwa perceraian.

b. Teman dekat dari pasangan yang sudah bercerai yang mengetahui seluk
beluknya penyebab perceraian.

c. Sanak family dari pasangan yang sudah bercerai yang mengetahui proses
perceraian sejak awal hingga persidangan.

Selain dari indikator informan di atas untuk melihat, mengetahui proses
perceraian tersebut maka informan yang diwawancarai sebagai tambahan
informan tersebut yaitu.

a. Kepala Desa merupakan orang yang secara kepemerintahan desa atau
kelurahan mendamaikan atau menyaksikan proses talak yang terjadi.

b. Alim Ulamam erupakan mediator, perdamaian atau pelaksana talak.
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c. Tokoh masyarakat merupakan saksi dari proses perceraian.

2. Sumber data sekunder yakni sumber data pendukung penelitian, dimana data
ini akan menguatkan dan menutupi kemungkinan kekurangan informasi dari
penelitian. Adapun yang menjadi sumber data pendukung ini.

a. Bahan hukum primer seperti buku Kompilasi Hukum Islam pasal 115
perceraia di depan Pengadilan Agama, dan buku Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan

b. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah
hukum perkawinan antara lain adalah hukum Islam di Indonesia karangan
Ahmad Rafig, Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Amiur
Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dan buku-buku lainnya.

c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu
berupa kamus-kamus.

D. TeknikPengumpulan Data
a.  Wawancara
Wawancara adalah melaksanakan wawancara langsung kepada perangkat
pemerintah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di Kecamatan

Angkola Barat yaitu informan yang mengetahui kejadian kasus perceraian seperti

hal nya tetangganya, temandekat dan sanak famili. Kepala Desa, Alim Ulama,

Tokoh Masyarakat. Wawancara di gunakan sebagai metode pengumpulann
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faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dikerjakan dengan
sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.?’

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tidak terstruktur, mengingat binforman tersebut adalah masyarakat umum
sehingga informan dapat memberikan informasi dengan baik.

b.  Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengancaramengumpulkan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data demografis kecamatan Angkola
Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dokumentasi tentang lokasi penelitian yakni Kecamatan Angkola Barat
yang diambil dari kantor Camat dan Desa yang menjadi lokasi penelitian seperti
kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis dan desa Panobasan.

TeknikAnalisis Data

Penelitianini di lakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisi
datanya digunakan analisis data kualitatif disebabkan penelitian ini bersifat
wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada Kepala Desa, Alim
Ulama, Tokoh Masyarakat Kecamatan Angkola Barat yang mengetahui
bagaimana pelaksanaan perceraian di bawah tangan dan penyebab perceraian di

bawah tangan.

2’BambangSunggono, MetodologiPenelitianHukum (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997),
him. 118
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Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan atau

dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:

a) ldentifikasi dan Kkategori data yaitu penyelesaian data dan
mengelompokkannya sesuai dengan topik pembahasan.

b) Editing data yaitu, menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat
yang sistematis,

c) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis,

d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data dalam beberapa kalimat

yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Angkola Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perceraian

dibawah tangan di tinjau dari kompilasi hukum Islam. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah kepala Desa, Tokoh masyarakat dan Alim Ulama kecamatan

Angkola Barat yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari kepala Desa,

Tokoh masyarakat, kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis, dan desa

Panobasan.

Adapun kondisi informan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan berdasarkan usia

Tabel |

Keadaan Informan Berdasarkan Usia

NO Usia Frekuensi Persentase

1. 40-49 Tahun 3 orang 20 %

2. 50-59 Tahun 4 orang 50 %

3. 60-69 Tahun 3 orang 30 %
Jumlah 10 orang 100 %
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Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 40-49 Tahun
berjumlah 3 orang yang rata-rata terdiri dari pejabat pemerintahan desa yaitu
Kepala Desa sendiri, informan yang berumur 50-59 tahun berjumlah 4 orang ,
jumlah ini terdiri Alim Ulama dan informan yang berumur 60-69 tahun
berjumlah 3 orang tokoh masyarakat.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak
mencapai umur rata-rata 50-59 tahun, dan memiliki persentase 50 % dari jumlah
jabatan tersebut tanpa mempertimbangkan umur dari yang bersangkutan, selama
ia dapat menjalankan tugasnya serta belum meletakkan jabatannya.

2. Informan berdasarkan tingkat pendidikan
Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan masih sangat
rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat
dapat dillihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini.
Tabel 11

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

NO | Tamatan/Jenjang Persentase
pendidikan
1. SD/ Ml 45 %

2. SMP/ MTS 25%
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3. SMA/ MA 25%

4. STRATA1 5%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang
berpendidikan pada tingkat SD sebanyak 45 % dan hal tersebut terdiri dari tokoh
masyarakat, sedangkan informan yang berpendidikan informan  SMP/MTs
sebanyak 25 % yang rata terdiri dari Alim Ulama, informan yang berpendidikan
STARATA | dan SMA/ MA apabila di gabungkan sebanyak 30 % yang terdiri
dari lurah dan kepala Desa.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa informan  kebanyakan
berpendidikan SD/SR yaitu 45 % dari informan yang ada, hal ini tentu dapat
dikatakan latar belakang pendidikan yang sangat rendah, serta tokoh masyarakat
dirasakan sangat rendah. Tentunya untuk nuansa keilmuan dinilai masih kurang,
apabila memangku jabatan yang begitu urgen dalam tatanan bermasyarakat.

3. Informan berdasarkan jenis pekerjaan

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Barat
kebanyakan terfokus pada sumber penghasilan dari bidang pertanian
sebagaimana di tabel di bawah ini:

Tabel 111

Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

No. Sumber Penghasilan masyarakat Persentasi
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1. Pertanian 60%
2. Karyawan 15%
3. PNS 25%

Sumber: Data BPS tentang perekonomian masyarakat tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa kondisi pekerjaan informan
rata sebagai Pertanian yakni sebanyak 60 %.Mereka terdiri dari kalangan
masyarakat umum, dan sebagian kecil ada yang termasuk dari tokoh masyarakat.
Sedangkan informan yang memiliki pekerjaan PNS sebanyak 25 %. Hal ini
khusus untuk lokasi penelitian pada kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis dan
Desa Panobasan.

Dari hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa kondisi pekerjaan informan
lebih banyak sebagai petani dalam hal ini berarti dikatakan juga sebagai petani,
berarti jumlah informan sebagai petani mencapai 60 % dari informan yang ada.

Dilihat dari segi informan, rata-rata usia informan sudah cukup tua karena
50% dari informan tersebut memiliki usia 50-59 tahun hal ini tentunya
memberikan gambaran bahwa usia yang lanjut telah banyak mandapatkan
pengalaman hidup, apalagi dibidang pendidikan baik itu secara formal maupun
informal, maupun dilihat dari hasil frekuensi tabel yang menunjukkan kondisi
pendidikan informan masih sangat memperhatikan yaitu 50% dari jumlah
informan yang ada, berpendidikan pada tingkat SD saja. Dari segi usia dan
pendidikan, dikhawatirkan bahwa pengetahuan serta pemahaman merreka

terhadap hukum Islam sangat dangkal sekali jika dibandingkan terhadap mereka
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yang lebih tinggi pendidikannya seperti MTs, MA, mungkin sedikit banyaknya
lebih mengetahui hukum Islam tersebut, serta jika dihubungkan dengan
bagaimana hukum perceraian di bawah tangan itu sendiri memungkinkan
informan hanya mengikuti kebiasaan yang selama ini ada dalam praktek.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan diatas, menyebabkan rata-
rata pekerjaan informan menjadi sebagai petani, dilihat dari kesempatan untuk
mendapatkan bagaimana pemahaman tentang hukum Islam masih sangat kurang.
Disebabkan aktivitas yang sehari-hari hanya mengurusi ladang, hewan
peliharaan, dan jika lebih jauh dilihat kondisi pekerjaan tersebut memberikan
pengertian bagaimana kondisi ekonomi para informan.Hal itu juga tetunya
berpengaruh jika informan ingin menambah nuansa keilmuannya seperti
mengikuti pengajian, ataupun membeli buku-buku agama, sebagai bahan bacaan
yang dapat menambah ilmu pengetahuan, hal itu semua tentunya harus
mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada.

B. Deskripsi Data

Adapun perceraian di depan sidang Pengadilan Agama ada 46 kasus dan
perceraian di bawah tangan sebanyak 10 kasus perceraian di bawah tangan maka
persentasenya sebanyak 21, 73 %.
1. Pelaksanaan Perceraian di kecamatan Angkola Barat

Dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Angkola Barat.Pelaksanaan

perceraian didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Di samping itu juga, tata
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cara perceraian juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum islam.
a. Pra Perceraian Bawah Tangan

Berikut ini akan menggambarkan pengetahuan pasangan nikah bawah

tangan dalam perceraian, yaitu tentang apakah mereka mengetahui pentingnya
perceraian melalui sidang pengadilan Agama. Hamdani sebagai Hatobangon
mengatakan bahwa perceraian tidak mesti di depan Sidang Pengadilan Agama
karena dilihat dari Al-Qur’a tidak menjelaskan perceraian itu di depan sidang
Pengadilan Agama perceraian itu sah menurut hukum Islam.?

Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa awal mulanya terjadi
perceraian itu di bawah tangan karena pihak suami dan isteri tidak mau
menyebarkan pertengkaran yang terjadi di keluarganya. Kemudian sebelum
terjadinya proses perceraian itu dahulu didamaikan oleh pihak keluarga kedua
belah pihak. Dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak disenangi oleh kedua
belah pihak.?®

Berdasarkan hasil wawancara terhadap (Mara Banun) sebagai lbu Lurah
yang ada di Simatorkis yang mengungkapkan adanya perceraian di bawah tangan
sebanyak 3 pasangan terdiri dari:

Awal mulanya pasangan yang bernama Andi dan Fatimah ingin bercerai

karena suami selalu main judi dan isteri tidak sanggup terhadap kelakuan suami

28 Hamdani, sebagai Hatobangon, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 26 april 2015.
% Yahya, sebagai pemuka Agama, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 26 April 2015
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yang sering main judi ditambah lagi suami tidak memberi nafkah dan pihak isteri
tidak sanggup terhadap kelakuan suami isteri kemudian pergi kekeluarga isteri
dengan tujuan agar suami berubah terhadap kelakuannya.

Najamuddin dan Rosmayanti selaku pasangan yang bercerai di bawah
tanga awal mulanya suami selingkuh dan tidak memberi nafkah lahir dan batin
isteri kemudian isteri bekerja kemudian suami sering mengambil uang isterinya
dan isteri pun tidak sanggup terhadap kelakukan suaminya.

Sofyan dan siti mardiah selaku pasangan yang bercerai suami tidak
mencukupi nafkah isteri awal pernikahan sampai akhir perjalanan pernikahan.
Kemudian sudah tidak memberi nafkah di tambah lagi suami sering memukul
isteri sampai badan isteri tersebut meram karena suami memukulnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka Agama Simatorkis yang
mengungkapkan adanya perceraian di bawah tangan terdiri dari :

Pasangan Tasman dan Roraya selaku pasangan yang bercerai bahwa seluk
rumah tangga mereka adalah disebabkan karena isteri tidak mempunyai
keturunan dengan jangka rumah tangga yang sudah mencapai 6 tahun pernikahan
kemudian suami  bertekad untuk  meninggalkan isterinya  dengan
menceraikannya.Kemudian dengan kekurangan isteri suami sering marah dengan
alasan yang tidak tepat suami sering memukul isteri dan menunjuanginya isteri
oun tidak tahan terhadap kelakuan suaminya.

Daud lubis dan Lanna selaku pasangan yang awalnya rukun-rukun saja

tetapi isteri tidak bisa mengolah uang yang telah diberikan suaminya dan iasering
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menghamburkan uang mereka kemudian suami sering mengingatkan isterinya
tetapi suami tidak ada perubahannya kemudian suami pun tidak sanggup lagi
terhadap kelakuan suaminya.

Panjar dan Romaito selaku pasangan yang bercerai isteri tidak
memperhatikan suami dianggap suami di rumah itu tidak ada.lsteri tidak
memperhatikan makan suami dan pakaian suami isteri hanya mengurus dirinya
sendiri padahal nafkah isterinya dipenuhi suami pun tak tahan lagi dengan
kelakuan isterinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan mantan kepala desa di
Panobasan yang memberikan informasi yang bercerai di bawah tangan terdiri
dari:

Torrang dan Rimma informan mengatakan tidak bisa memberikan
penjalasan seluk beluk keluarganya karena perceraian itu hanya di hadiri oleh
keluarga mereka saja tanpa dihadiri oleh hatobangon dan perangkat desa.

Marrela dan parluhutan selaku pasangan yang bercerai di bawah
tanganawal mulanya suami sering main judi di tambah lagi dengan main hati
dengan wanita lain kemudian isteri pulang kerumah suaminya ditambah lagi
sumai tidak memberi nafkah terhadap anak dan isterinya.

Abdi dan Risdayanti selaku pasangan yang bercerai di bawah tangan
bahwasanya seluk beluknya karena suami tidak memberi nafkah kepada anaknya
dan suaminya sering main tangan terhadap isterinya kalau di bahas masalah

suami beklerja agar keluarga tersebut makmur.
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Ahmad dan Maisaroh awal mulanya pasangan ini baik-baik saja
kemudian suami malas bekerja maka kebutuhan keluarga tersebut berkurang dan
tidak terpenuhi kemudian suami tidak memperdulikannya suami hanya diam.
Kemudian isterinya pulang kekeluarga isteri dengan tujuan bahwa rumah tangga
mereka tidak ada kedamaian lagi.

Sebelum melihat lebih lanjut pelaksanaan perceraian bawah tangan,
terlebih dahulu peneliti menjabarkan proses pra perceraian. Hal ini dimaksudkan
sebagai dasar analisis dalam melihat pelaksanaan perceraian sehingga dapat
menentukan pola yang ada di masyarakat Kecamatan Angkola Barat.Awal
mulanya perceraian bawah tangan yang dijumpai peneliti di masyarakat
Kecamatan Angkola Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Mara hamin
mengatakan:

Awalnya berasal dari pertengkaran di dalam rumah tangga, terdengar
banyak pertengkaran setiap harinya dengan persoalan yang terkadang tidak perlu
diperselisinkan atau persoalan yang sepele. Ada juga persoalan sifat dan tingkah
laku suami yang kurang memperhatikan nafkah si isteri. Seperti contohnya si
suami bermain judi sehingga lupa akan isteri dan anaknya. Tiba-tiba di rumah si
suami mengatur isterinya dengan membentak-bentaknya sebab kekalahan dalam
perjudian.®

Berbeda dengan mizan awal mulanya perceraian di bawah tangan yang

terjadi berdasarkan hasil wawancara yang dijumpai peneliti, mizan mengatakan

**Mara Hamin, sebagai mantan kepala Desa panobasan, Wawancara, minggu 26 April 2015.
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awal mulanya perceraian itu di karenakan suami tidak memberi nafkah kepada
isterinya dan anak-anaknya, kemudian suami bertekad untuk pergi merantau ke
kampung orang dengan alasan ia tidak dapat kerja di kampung tersebut.
Kemudian pihak suami tidak pulang-pulang dan isteri dan anak-anaknya tidak
dihiraukan lagi kemudian suami pulang dengan mengatakan suami ingin
menjatuhkan talak kepada isterinya kemudian suami pun mendatangi keluarga
dari isteri agar mengumpulkan semua keluarga agar dibicarakan masalah
keinginan suami dan isteri tidak menghadiri sidang tersebut.®*

Selain itu keluarga mengatakan bahwa setelah terjadinya perkumpulan di
rumah keluarga isteri pihak keluarga mendamaikan kedua belah pihak agar
keluarga tersebut di damaikan karena akan ada dampak terhadap perkembanga
anak. Kemudian perceraian itu tidak dilanjutkan lagi dengan surat perjanjian agar
suami berubah dengan tingkah laku yang sebelumnya kemudian perceraian itu di
batalkan.

Selain itu teman dekat dari Rosmayanti mengatakan bahwa setelah
kejadian itu si isteri marah karena sifat suaminya yang sering main judi tetapi
sepengetahuan dari informan suaminya juga main cewek dengan wanita lain.
Kemudian isteri pun berniat untuk Kkerja karena suaminya tidak lagi
menafkahinya dengan tingkah suaminya tersebut isteri hanya bersabar dan
bersabar suami pun mengambil uang dari hasil pendapatan isteri.Si isteri pun

tidak ada kesabaran lagi isteri pun berniat untuk pergi dari rumah dan membawa

*Imizan, sebagai keluarga, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 27 April 2015.
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anaknya yang paling kecil untuk di bawa ke rumah orang tuanya.lsteri berharap
suaminya menjemputnya dan meminta maaf kepadanya dan berubah.suaminya
tidak seperti ia inginkan malah suaminya merajalela dengan kepergian isterinya
dan membawa wanita masuk ke rumahnya. *

Selain itu keluarga dari Rosmayanti pun kasihan dengan serke karena
sifat suaminya yang tidak bertanggung jawab dengan adik kandungnya sendiri.
Kemudian pihak dari keluarga si isteri pun hanya meminta kepada suaminya
untuk memberi kejalasan bagaimana sebenarnya seluk beluk rumah tangga
mereka tersebut, karena mereka belum dikatakan bercerai tapi kenapa suaminya
bermain wanita di belakang isterinya pihak keluarga pun mengumpulkan pihak
perangkat Desa, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk memastikan mau di
bawa kemana rumah tangga dari Najamuddin dan Rosmayanti.*

b. Perceraian bawah tangan

Pelaksanaan perceraian di bawah tangan peneliti akan menjabarkan
prosesnya awal mulanya perceraian bawah tangan yang dijumpai peneliti di
masyarakat Kecamatan Angkola Barat berdasarkan hasil wawancara dengan
keluargayang bercerai mengatakan:

Awal mulannya mengumpulkan Hatobangon termasuk Alim Ulama dan

Tokoh masyarakat, rapat sidang pun dimulai dan keluarga dari Andi dan

Fatimah, dan dari tokoh masyarakat tetap menanyakan perdamaian kepada

%2Alexandra, sebagai teman dekat, Desa panobasan, Wawancara, Senin 27 April 2015.
% Marihot, sebagai keluarga, Desa Panobasan, Wawancara Selasa 27 April 2015
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pasangan yang ingin bercerai, walaupun sudah ada perdamaian dari pihak
keluarga yang mendamaikannya. Tokoh masyarakat menanyakan kepada
suaminya apakah saudara Andi tidak menyesal dengan perceraian ini kemudian
suami pun menjatuhkan talak satu kepada isterinya dan anaknya dan
pengasuhan anaknya diasuh oleh neneknya.Dan nafkah Iddah isteri tidak ada
disinggung di ruang sidang tersebut karena sudah menjadi kebiasaan bahwa
Iddah tidak disinggung di ruang rapat sidang di bawah tangan.

Awalnya mengumpulkan Hatobangon kelurahan Sitinjak keluarga dari
pihak suami mendatangi keluarga saudari kandung dari isteri (kakaknya) yang
mengetahui perceraian itu,.Kemudian kakak dari isterinya tetap mengingatkan
kepada suaminya agar memikirkan kebelakang bagaimana akibat dari
perceraian itu, langsung melanjutkan acara tersebut tanpa ditunggu dari pihak
isterinya.dari kakak tetap menanyakan perdamaian kepada pasangan yang ingin
bercerai. Tokoh kakanyapun tetapmenanyakan kepada Najamuddin apakah
kamu betul-betul ingin bercerai ia pun menjawab iya, saya ingin bercerai.
Kemudian isteri hanya diam kalau kamu tidak ada lagi kesepakatan ingin
melanjutkan rumah tangga ini.Kakak mengatakan agar Suami menjatuhkan
talaknya di depan keluarganya. Anak pun di asuh sebagian kepada ayah dan
ibunya kemudian belanja anak tetap di berikan oleh ayahnya.Kemudian nafkah
isteri di berikan suaminya dengan semampu suaminya.

Awal mulannya mengumpulkan Hatobangon termasuk Alim Ulama dan

Tokoh masyarakat, rapat sidang pun dimulai dan keluarga dari sofyan dan siti
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Mardiah, dan dari tokoh masyarakat tetap menanyakan perdamaian kepada
pasangan yang ingin bercerai, walaupun sudah ada perdamaian dari pihak
keluarga yang mendamaikannya. Tokoh masyarakat menanyakan kepada
suaminya apakah saudara Andi tidak menyesal dengan perceraian ini kemudian
suami pun menjatuhkan talak satu kepada isterinya dan anaknya dan
pengasuhan anaknya diasuh oleh neneknya.Dan nafkah iddah isteri tidak ada
disinggung di ruang sidang tersebut karena sudah menjadi kebiasaan bahwa
Iddah tidak disinggung di ruang rapat sidang di bawah tangan.

Sedangkan kelurahan Simatorkis tata cara dan akibat perceraian dengan
cara:

Pasangan Tasman dan Rorayadengan mengumpulkan kedua belah pihak
antara suami dan isteri tanpa mengundang perangkat desa karena pihak
keluarga tidak ingin masalah keluarganya diketahui oleh orang lain. Anak di
asuh oleh ibunya kemudian belanja anak di abaikan dan iddah juga diabaikan.

Daud Lubis dan Lanna dengan mengumpulkan Hatobangon yang sudah
dihadiri oleh keluarga yang bercerai dan acara di laksanakan di rumah
suaminya kemudian rapat sidang dimulai.Kemudian anak diasuh oleh neneknya
dan belanja anak diberikan olek ayahnya kemudian iddah isteri tidak diberikan
oleh suaminya.

Pajar dan Romaito tidak diketahui asal muasal perceraian it.Peneliti tidak
dapat mendapatkan informasi tata perceraian di bawah tangan.Karena pihak

keluarga tidak memberikan informasi masyarakat juga tidak mengetahuinya.
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Sedangkan di Desa Panobasan tata cara dan akibat perceraian di bawah
tangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasangan Torang dan Rimma, Marela dan parluhutan, Abdi dan
Risdayanti, Ahmad dan Maisaroh tata cara perceraian desa panobasan dengan
cara memanggil Hatobangon datang kerumah kedua belah pihak dihadiri oleh
keluarga masing-masing kemudian dan dihadiri oleh tokoh adat dan Alim
Ulama dan kepala Desa dipertemuan bagas Godang kemudian dari tokoh
masyaralkat tetap menanyakan pihak suami dan isteri apakah mereka betul-
betul ingin berpisah dengan tidak memperdulikan anaknya yang masih kecil.
Karena suami tetap ingin manjatuhkan talak kepada isteri maka alim ulama
memberikan gambaran terhadap orang tuanya apabila ingin bercerai bagaimana
hak asuh anak apakah suami tetap memberikan belanja kepada anak
tersebut.Sebagian di Panobasan anak di berikan kepada ibunya karena ibunya
lenbih mengatahui apa-apa keinginan anaknya.lddah isteri tidak dibicarakan di
runag rapat sidang.Dilanjutkan dengan suami menjatuhkan talaknya dengan
talak 1 (satu).

Pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat biasanya di lakukan
dengan cara mengumpulkan Alim Ulama Dan perangakat Desa untuk
melangsungkan perceraian. Perceraian dilaksanakan tentu harus memenubhi
syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk lebih jelasnya pada tabel
di bawah ini dapat dilihat jawaban informan mengenai persyaratan perceraian

sebagai berikut:



Tabel IV

Jawaban Infoman Mengenai Pelaksanaan Perceraian

59

No Jawaban Informan Frekuensi Persentasi
1. Kepala desa
: 2. Alimulama 3 Orang 50 %
3. Tokoh masyarakat
4. Suami dan istri
5. Keluarga suami
6. Keluarga istri
1. Kepala desa
> 2. Alim ulama 3 Orang 40 %
3. Tokoh masyarakat
4. Suami dan Istri
5. keluarga
5 1. Kepala Desa
| 2. Alim Ulama
4 Orang 10 %

3. Tokoh Masyarakat
4. Suami dan istri

5. keluarga

6. tetangga yang

mengetahui peristiwa
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Jumlah 10 Orang 100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 50 % mengatakan perceraian di
bawah tangan tersebut perrceraian di bawah tangan karena itu sah-sah saja. Hal
ini diketahui karena informan yang rata-rata dimintai keterangan waktu
wawancara, mengatakan karena sudah begitu sangat sering mengikuti proses
perceraian di bawah tangan, dan rata-rata mereka terdiri dari kepala Desa, alim
Ulama dan tokoh masyarakat yang mengetahuinya dari teori yang ada.
Selanjutnya dari Alim Ulama dan pejabat pemerintahan yang tentunya sudah
dapat dikatakan memang sering mengikuti pelaksanaanya, apalagi dari
kalangan informan yang menjadi tugasnya di tengah-tengah masyarakat.

Informan yang mengatakan syarat perceraian hanya mengetahui
keluarga itu tidak bisa disatukan lagi dan seorang suami menjatuhkan talaknya,
keluarga sudah mendamaikan seorang suami dan istri keluarga itu tidak bisa
didamaikan lagi dan menurut pandangan informan perceraian itu tidak perlu di
depan sidang Pengadilan Agama karena itu sudah sah menurut hukum Islam.*

Mengingat pandangan informan yang begitu beragam dan mempunyai
alasan-alasan yang menurut peneliti tidak memiliki acuan teori yang kuat,

dikarenakan rata-rata yang mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja. Namu

% Ngatmin, sebagai Tokoh Masyarakat , Wawancara, Desa Panobasan, Senin 20 maret 2015.
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meskipun jawaban informan lebih banyak yang sesuai kepada teori yang ada,
akan tetapimasih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku
Hukum Islamyang sudah membahas hal tersebut, dan sebagian jawaban
informan masih mengatakan perceraian itu tidak mesti didepan Pangadilan
Agama karena hanya mempermalukan diri sendiri dan peneliti mengetahui
bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama. Untuk
memperjelas bagaimana jawaban informan mengenai hukum proses

pelaksanaan perceraian di kecamatan Angkola Barat.

Tabel IV

Jawaban Informan Mengenai Proses Perceraian di Bawah Tangan

No. Jawaban Informan Frekuensi Persentase

1.| Mendamaikan 6 orang 55 %

2.| Memberikan gambaran

terhadap orang 4 orang 45 %
tuadampak terhadap
anak.

Jumlah 10 orang 100 %

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban informan yang

paling banyak mengatakan bahwa proses perceraian terlebih dahulu
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mendamaikan kedua belah pihak mencapai 55 % atau lebih dari setengah
jumlah informan yang ada. Menurut informan perceraian tidak mesti di depan
Sidang Pengadilan Agama karena menjadi tradisi masyarakat tersebut, mereka
beralasan dari hadist meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail
hadist yang mengatakan serendah-rendahnya perceraian adalah mengajarkan
Al-Quran.®

Informan yang berpendapat perceraian tersebut adalah harus memberi
pertimbangan terhadap suami dan istri apa dampak perceraian tersebut
terhadap perkembangan anak sebanyak 45 %, dan memang faktanya di
kalangan masyarakat perceraian itu hanya keinginan orang tua saja tanpa di
difikirkan perkembangan anak.

Jawaban informan yang mengatakan bahwa perceraian tersebut
termasuk perbuatan yang dibenci Allah meskipun perceraian tersebut
diperbolehkan apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan. *

Tabel V

Jawaban Informan Tentang Perceraian di Luar pengadilan

No. Jawaban Frekuensi Persentasi
Informan
1. | Kebiasaan 8 orang 95 %
2. | Waktu 2 orang 5%

*Saring, Sebagai Alim Ulama, Wawancara Desa Panobasan, Selasa 21 April 2015,
% Akhyar, sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Simatorkis, Rabu, 22 April 2015.
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Jumlah 40 orang 100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang mengatakan perceraian di
luar Pengadilan Agama adalah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak boleh
ditinggalkan persentasenya mencapai 95 %..*’

Sedangkan informan yang memberikan jawaban perceraian di luar
Pengadilan Agama mempunyai waktu yang singkat untuk melakukan
perceraian hanya memiliki persentase 5 % dan yang memberikan informasi
dilokasi Kelurahan Simatorkis dan menjadi kepala Lurah. Mereka
berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama, *

Tabel VI

Tentang Perceraian di Dalam pengadilan Agama

No. Jawaban Frekuensi Persentasi
Informan
1. | Ekonomi 32 % 85 %
2. | Jauhnya Pengadilan 8 % 15%
dari tempat lokasi

Jumlah 10 orang 100 %

*"Ibu Mara Banun, sebagai kepala Lurah, Wawancara, di Kelurahan Simatorkis, Kamis, 23
April 2015.

*8Sulaiman, Sebagai Tokoh Masyarakat Wawancara di Kelurahan Simatorkis, Jum’at, 24
April 2015.
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Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa jawaban informan yang paling
banyak persentasenya adalah yang memberikan jawaban mengetahui hal
tersebut di atas hanya dikarenakan faktor ekonomi saja setiap melangsungkan
perceraian tidak mempunyai uang dan jumlahnya mencapai 85 % dari
informan yang ada. Para informan berpendapat hal tersebut sangat
menyulitkan terhadap masyarakat yang awam jawaban ini diberikan oleh
kepala desa , tokoh masyarakat dan juga Alim Ulama.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kec. Angkola
Barat melakukan perceraian tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115
kompilasi Hukum Islam
a. Faktor Pendukung

1. Adat Istiadat setempat

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan
berasal dari masyarakat itu sendiri, masyarakat kecamatan Angkola Barat
sebahagian masih kental dengan adat tentang perceraian di bawah tangan di
ungkapkan oleh Bapak Sulaiman sebagai Alim Ulama mengatakan terjadinya
perceraian di bawah tangan karena menurut hukum Islam Perceraian itu sudah
sah.

Menurut Alim Ulama terdapat 10 pasangan hanya mengandalkan jsa
Pengadilan Agama, pasangan-pasangan yang bercerai di Kecamatan Angkola

Barat tidak mengandalkan jasa Pengadilan Agama, pasangan tersebut
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langsung memanggil Hatonangon Kecamatan Angkola Barat tidak
mengadukan perceraian itu di depan sidang Pengadilan Agama. Maka sebagai
peneliti langsung generalisasikan bahwa perceraian itu terjadi setelah keluarga
pasangan itu tidak ada perdamaian yang damaikan oleh keluarga.Maka penelti
menyimpulkan bahwa perceraian itu menjadi adat istiadat kebanyakan
kecamatan Angkola Barat perceraian di bawah tangan.Keadaan ini memberi
dampak tentang pemahaman mereka terhadap perceraian di bawah tangan.

Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat
perceraian di bawah tangan. Yaitu umumnya disini masyarakat kurang ilmu
pengetahuan terutama perceraian itu mesti di depan sidang pengadilan
Agama. Kondisi pendidikan informan masih rendah jadi dapat memungkinkan
terjadi perceraian di bawah tangan, serta faktor ekonomi yang menjadikan
alasan informan bercerai di bawah tangan alasan bercerai informan
menjelaskna karena rumah tangga itu bercerai karena di sebabkan kurangnya
kebutuhan rumah tangga.

Penyebab lain terjadi perceraian di bawah tangan dikarenakan faktor
ekonmi yang kurang memadai karena, masyarakat Kecamatan Angkola
Baratyang rata-rata bekerja sebagai petani jadi sangat memungkinkan
perceraian di bawah tangan seorang suami yang ingin bercerai apabila rumah
tangga dilanjutkan maka akan ada mudharat terhadap keluarga tersebut

apabila di lanjutkan.
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Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa terjadi perceraian di
bawah tangan karena perceraian itu adalah aib keluarga maka sewajarnya saja
perceraian itu di sembunyikan oleh keluarga dan perangkat desa.

b. Faktor Penghambat
1. Masalah ekonomi dalam biaya sidang

Begitu juga dengan terjadinya perceraian di bawah tangan dapat juga
disebabkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan karena dilihat dari
mata pencaharian informan adalah kebanyakan petani.Pasangan yang bercerai
misalnya, Andi dan Fatimah perceraian di bawah tangan karena alasan
perceraian itu karena suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya.Maka
itu menjadi alasan perceraian itu tidak memungkinkan perceraian itu tidak
dibawa ke sidang Pengadilan Agama karena ekonomi perceraian itu faktor
penyebabnya adalah ekonomi yang kurang terhadap keluarga itu.

2. Masalah kehormatan keluarga

Menurut informan pasangan Andi-Fatimah bahwasanya perceraian
melalui sidang Pengadilan Agama itu hanya mempermalukan keluarga karena
itu sudah menyangkut kehormatan keluarga maka masyarakat di Kecamatan
Angkola Barat kebiasaanya itu bercerai dengan mengumpulkan perangkat
desa apabila keluarga itu tidak bisa lagi didamaikan.

3. Kesadaran hukum
Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, rata-rata

informan pekerjaanya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan
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untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang,
disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya
mengurus sawah dan ladang jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku
ataupun membeli buku-buku yang membahas perceraian harus di depan
Sidang Pengadilan Agamatidak terpikirkan lagi atau mengingat kondisi yang
tidak cukup. Kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka
rata-rata hanya tingkat SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan
penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai
penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan
latar belakang inilah masyarakat kecamatan Angkola Barat masih rendah
tentang perceraian menurut hukum positif.
C. ANALISA PENULIS

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa
pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat di 3 kelurahan dan desa,
antara lain:

Bahwa pada umumnya proses pelakksanaan perceraian dengan
mengumpulkan Hatobangon termasuk Alim Ulama Tokoh masyarakat dan rapat
sidang da uapa damai dari proses pelaksanaan perceraian dan akibat perceraian
tidak disinggung dalam proses pelaksanaan terdapat pada pasangan Andi dan
Fatimah dan Sofyan dan Siti mardiah tetapi pasangan Najamuddin dan

Rosmayanti diberikan nafkah anak dan nafkah lddah dan pengasuhan anak
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diserahkan pada neneknya dan pasangan Najamuddin dan Rosmayanti anak
diserahkan pada ayah dan ibunya.

Sedangkan proses pelaksanaan perceraian di kelurahan Simatorkis bahwa
pada umumnya mengumpulkan Hatobangon dan pemerintaha di kelurahan
Simatorkis kemudian akibat perceraian terhadap isteri termasuk nafkah lddah
tidak dipenuhi kemudian belanja anak tidak diberikan kepada isteri, kemudian
pasangan Pajar dan Romaito tidak diketahui proses pelaksanaan dan akibat
perceraian pasangan tersebut informan tidak mengetahui prosesnya.

Kemudian proses pelaksanaan perceraian di Desa panobasan memanggil
Hatobangon termasuk Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama dan Kepala Desa
Panobasan datang kepertemuan Bagas Godang dihadiri oleh kedua belah pihak
dan kemudian tokoh masyaraka tetap mendamaikan kedua belah pihak yang
ingin bercerai dan akibat perceraian termasuks nafkah Iddah tidak diberikan dan
pengasuhan anak diberikan kepada ibunya .

Dari proses perceraian di Kecamatan Angkola Barat tidak sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah bersangkutan tidak bisa didamaikan maka perceraian perceraian
dilanjutkan oleh hakim. Dalam psoes perceraian itu ada akibat perceraian
tersebut tetapi kecamatan Angkola Barat tidak memberikan hak isteri setelah

perceraian itu dilaksanakan terdapat dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
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Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 105 terdapat dalam kajian teori
peneliti dijelaskan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan berasal
dari diri sendiri berkaitan dengan tingkat pekerjaan di Kecamatan Angkola Barat
yang hanya bekerja sebagai petani\dan di lihat dari segi Adat istiadat di
kecamatan Angkola Barat sangat kental dengan Adat, dari segi kesadaran hukum
ang kurang, masyarakat mengetahui perceraian harus di depan Sidang Pengadilan
Agama tetapi pelaksanaannya tidak sesuai karena suda menjadi kebiasaan
masyarakat tersebut dan bercerai di Pengadilan Agama hanya untuk

mempermalukan keluarga sendiri termasuk dari kehormatan keluarga.
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data peneliti paparkan pada dalam penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan perceraian dibawah tangan di masyarakat Angkola
Barat umumnya terlebih dahulu di lakukan perdamaian di hadapan keluarga dan
perangka desa (Hatobangon). Jika perdamaian yang diupayakan tidak berhasil
maka Hatobangon membimbing suami untuk menjatuhkan talak kepada
istrinya dengan disaksikan keluarga dan perangkat desa. Dalam proses
perceraian itu tidak dibicarakan masalah akibat perceraian itu termasuk iddah
isteri yang diceraikan kemudian hak asuh anak sebagian besar di serahkan
kepada ibunya dan neneknya. Dan suami memberi nafkah tetapi sebagiannya
suami tidak memberi nafkah.

Penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada
masyarakat Kecamatan Angkola Barat faktor dominan yang mempengaruhi
penyebab perceraian dilakukan di luar pengadilan adalah pertama, karena
faktor adat istiadat berasal dari masyarakat itu sendiri, Kecamatan Angkola
Barat sebagian masih kental dengan adat tentang perceraian di bawah tangan,

kedua, masalah ekonomi dalam biaya sidang karena dilihat dari mata
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pencaharian informan kebanyakan petani, pasangan Andi dan Fatimah kerana
alasan perceraian itu disebabkan suami yang tidak memberi nafkah terhadap
isterinya, maka itu menjadi alasan perceraian di bawah tangan tidak membawa
perceraian itu ke Pengadilan Agama. Ketiga, masalah kehormatan keluarga
menurut pasangan Andi dan Fatimah bahwa sanya perceraian di depan sidang
Pengadilan Agama hanya untuk mempermalukan keluarga karena itu
menyangkut kehormatan keluarga. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang
masih rendah dilihat dari kesempatan untuk membaca buku, dilihat dari kondisi
pekerjaan hanya sebatas petani, pendidikan mereka rata-rata hanya tingkat SD,
dengan latar belakang inilah masyarakat Kecamatan Angkola Barat masih
rendah tentang perceraian menurut hukum positif.

Saran-Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Angkola Barat maupun kepada para
pasangan-pasangan yang bercerai di bawah tangan hendaknya
meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang hukum positif yang
terlebihnya perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Para tokoh masyarakat dan Alim Ulama terutama pejabat desa hendaknya
membantu kinerja para pejabat pengadilan Agama, karena Pejabat Desa
adalah aparat yang terdekat dengan masyarakat Kecamatan Angkola Barat.
Diharapkan dengan keterlibatan para pejabat Desa masyarakat Kecamatan
Angkola Barat lebih dapat memahami dan mentaati peraturan yang

mewajibkan bercerai di muka Pengadilan Agama.
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DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksud untuk menghimpun informasi mengenai

pelaksanaan perceraian menurut kompilasi hukum islam pasal 115. Untuk itu kami

mengharapkan jawaban yang objektif. Identitas saudara akan dijaga kerahasiannya.
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2. Pertanyaan

Adapun daftar pertanyaan yang ingin di wawancarai adalah

1.
2.
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9.

Adakah masyarakat kec. Angkola Barat tidak melalui kantor KUA ?

Apakah ada sosialisasi dan penyuluhan dengan ketentuan Kompilasi Hukum
Islam pasal 115 KUA Kec. Angkola Barat ?

Bagaimana pandangan anda tentang perceraian diluar pengadilan?

Bagaimana pandangan anda tentang perceraian di dalam pengadilan ?
Bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?

Apakan mereka menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat dalam proses
percerain sebagai saksi ?

Apa penyebab perceraian di kec. Angkola Barat todak melakukan jasa
pengadilan ?

Setiap perceraian itu pasti ada dampaknya terhadap psikologi anak, jadi
menurut anda apa dampak psikologi anak terhadap orang tua yang broken
home, dan tidak di akui oleh negara ?

Bagaimana hak yang diperoleh ibu setelah perceraian ?

10. Bagaimana pemeliharaan serta pembiayaan hadhanah setelah ibu bercerai ?
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